
1. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Oati II Lampung Timur 
dan Kota Madya Oati I! Metro (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nornor 46. tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3825) : 

2. Undang­Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi 
Manusia (Lembaran Negara Repubuk Indonesia tahun 1999, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886J: 

3. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4235) : 

4. Undang­Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oa~rnh (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2<l04 
Nomor 125, tarnbahan LembGiran Negara Repubhk lndonesra 
Nomor 4437) sebaqai mana telal"l di ubah beberapa kali terakhit 
denqan Undang­Undang Tahun 2008 Nomor 12 (t.ernbaran 
Negara Repl.Jbhk Indonesia· Tahun 2008 Nornor 59. tarnbahan 
lembaran Negara Republil< tndonesia Nomor 4844}: 

S Undang­Undang No1110.r ~ 2 T ahun 2006 ten tang 
Kewarg­anegaraan Republik Indonesia (lernbaran Negara 
Republrk Indonesia TahL.m 2006 Nornor 63, tambahan Lernbaran 
Negara R.ept.1blik lndones\q Nolt\Qr 4634) . 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistr asi 
Kependudukan. periu disusun pengaturan penyelenggaraan 
Adrninistrasi Kependudukan : 

b. bahwa untuk memberikan perlindungan. pengakuan, penentuan 
status pnbadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan 
dan penstiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan 
warga Negara Indonesia yang berada drluar wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan 
tentang Administrasi Kependudukan : 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai rnana di maksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ·. 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 
NOMOR: Q:\: TAHUN 2011 

TENT ANG 

Mengingat 

Merumbanc 

p 



6. Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adrnirnstrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124. tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 467 4) , 

7. Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang­undangan (Lembaran Negara RepubM~ 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Neoara 
Republik Indonesia Nomor 5234), "' 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 
Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3050) : 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang 
Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Repub.ik 
Indonesia Nomor 3562) ·. 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ten tang 
Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administr asi Kependudukan (Lembaran Negara Repucuk 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn or 4 736) 

11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. 
tambahan Lembaran Negara Repuoux Indonesia Nornor 4829) . 

12. Keputusan Presiden Nornor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan 
lnformasi Administrasi Kependudukan (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119) : 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Penyidik Peqawai Negeri Siprl di l.mqkunqan 
Pemerintah Oaerah ·. 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 28 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil Daerah : 

15. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009. tentang 
Stander dan Spesifikasi Perangkat Keras. Perangkat Lunak dan 
Blanko :KTP Berbasis NIK secara Nasional, sebagaimana telah di 
ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 
2011; 

16. Peraturan Menteri Oalam N.egeri Nomor 11 Tahun 201'0 tentanq 
Pedoman Pendataan dan Penerbitan Ookumen Kependudukan 
pagii Penduduk Rentan Adrrtinistrast Kependudukan ·. 

17. Perat.uran Mente­ri. Dalsm Negen Nomor 12. Tahun 2010 tentang 
Pedornen Pencata\arll Perkawlnan can Pelaooran Akta yang di 
te­rbit1kan oten Ntigara Lain : 

18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Norn or 18 'F a'hun 20 '1' 0 teiritang 
Pedornan Pe11g~ngka­tan oan Pemberhentian serta Tt:19as Pokok 
P:ejaba·t pencatatan Sip1I dan Petuqas Reg1stras1 . 

Hl. Peraluran Menter: Dalarn Negen Nornor ·19 fahun 2010 tentanq 
F orrnutir Clan Buku Yang1 D1guridkcitn Dalarn Pend­aftaran 
Penduduk clan Pencatata11 S1p1l, 



Dalam peraturan Daerah m: yang di rnaksud dengan 

Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Oaerah Kabup.uen Larnpunq Timur 

Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daer ah yar1g selaruutnva dismqkat DPRD adalah Dewan 
Pervvakilan Rakyat Daerah Kabupaten l.arnpunq Timur. 

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penalaan dan penertiban dalam 
penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaltaran penduduk. 
pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan 
hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain 

6. Penyelenqqara adalah Pemenntao Kabupaten Lampung Timur yang. bertanggung 
jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan 

7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Larnpung 
Tunur sebagai Satuan Kerja Perangkail Daerah yang bertangguAg jawab dan 
berwenanq dalam urusan Aorrunistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

8. lnstansi Pefaksana adalah lnstansl yang bertanggung jawab dan berwenanq 
rnetaksanakan pelavanan dalam urusan Admmistrasl Kependudukan. 

9, Kepal1~ Dinas acafah Kepata Dinas Kependudukan tfan Pencatatan Sipil Kabupaten 
t.arnounq Tlmur .. 

Pasal 1 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

PENYELENGGARAAN PERATURAN DAERAH TENTANG 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI LAMPUNG TIMUR 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

Dengan Persetujuan Bersama 

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pengkajian. Pengembangan dan Pengelolaan Sistern 
lnformasi Adrninistrasi Kependudukan. 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalarn 
Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Admrustrasi 
Kependudukan: 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah 

1 . 

2. 

3. 
'- . 4. ,__,. 

5. 



10. Dokumen kependudukan adalah dokumen re srm yang d1 terbitkan oteh Drnas 
Kependudukan dan Pencatatan Sip1I Kabupaten Lampung Timur yang mempun~iai 
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang orhasnkan dan peravanao 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

11. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asmq yang bertempat tingigal 
di Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang­Undangan 

12. Penduduk Rentan Administrasi adalah penduduk yang rnenqalarru nambaten.catarn 
memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan 
korban bencana sosial 

13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yaLlg 
terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sip]' 

14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 
peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adrnin­strasi 
kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identrtas 
atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. 

15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus di 
laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 
Keluarga. Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya 
meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas rnenjad: 
tinggal tetap. 

16. Peristiwa Penling adalah kejadian yang dialarm seseorang rnelipuu kelar.;ran. lahir 
mati: kematian perkawinan. perceraian, pembatalan perkawinan pengangkatan, 
pengakuan. dan pengesahan anak perubahan nama. perubahan status 
kewarganegaraan dan peristiwa penting larrinva 

17. Database ada!ah kumpulan berbagai Jen is data kependudukan yang ters1n:pcFl 
secara sistematis. terstruklur dan salinq berhububungan dengan menggunakan 
perangkat lunak, perangkat keras dan jannqan kornurukasi data 

18 Nomor lnduk Kependudukan yang selanjulnya d: srnqkat 'NIK ada'lah nornor 
identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal. dan rnelek at pada seseorang 
yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia 

19. Kartu Keluarga yang selanjutrwa disingkat KK adalah kartu .dentuas keluarga yang" 
memuat data tentang narna: susunan dan hubungan dalam keluarqa, serta 1dentiitas 
an.g9ota keluarga 

20. Kepala Keluarqa adalah . 

a. Orang yang bertempat tinggal denqan orang lam, b~Hk rnernpunva: hubungan 
darah 11121LJPlffl tida'k. yang bertang~1ufig [awab terhaciap keluarga 

b Orang yang bertempat t:lng~:ial seorang drri . atac 

c. Kepala kesatrian. k.epa.la asrarna, kepala rumah yal.1m piatu can lain­lam ternoat 
beberapa orang t.1ngga'I bl2rsarna­satnCi 

21 Kartu Tanda PenchJd1.1k setanjutrwa cllsmgkat 'KTP anaiah «ientitas resrru penduouk 
sebaqai bukt. diri yang diterbitkan oleh inslansi petaksana yartg. b.erl1aku d1 selun .. 1.h 
w1layah Negara Kesstuan Republ"lk Indonesia. 

22. Vi/arga Negara Indonesia, yang selanjutnva di smgkcit WNI, adalah orang­orang) 
llnGJone­sia tffiili clan orang­orang banpsa l&lin yang disahKeu1 dengan Und·ang­Undang 
sebagai Warga Negara lndonesia 

23. Or~mg Asing ;;idalah otang yar1g bukan Warga Ney~ar'G\ Indonesia. 

24. WNI tinggal sernerrtara adatah ssuap vvarqa Negara inuonesia ya~19 datan¥·. dan 
luar daerah untuk be11e1r1p.::it t1nggal sernernara cl1lua1 dornisrl: atau terrnpat 
t1!1ggalny·a. 



25 ljin Tinggal. Terbatas adalah ijin tinggal yang drberlkan oada orang as1ng LHltiJ~ 
bertempat t1ngga1 d: wuayah Negara Kesatuan Repubu« Indonesia sesuat (Jengan 
Peraturan Perundang­undangan. 

26 ljin Tinggal Tetap adalah ijin tinqqal yang diber1kan pada orang asmg 1.mtul< 
bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republ,~k lnccnes.a sesuai 
dengan Peraturan Perundang­Undangan 

27. Surat Keterangan Temp at Tingga! yang seiaruutnya d1s1ngkat SKTT acatah surat 
keterangan yang drkeluarkan oleh lnstans. Pelaksana yang drcenxan kepada mang 
asing yang telah mempunyai ijin unqqal terbatas yang diketuarkan oleh lris1.ains1 
yang bervvenang dalam jangka waktu tertentu. 

28. Petugas Registrasi adalah Peqawai Negeri Sipil yang diben tugas dan tanggung 
jawab memberikan pelayanan pelaporan pensuwa Kependudukan., Penstw.a 
Penting. penge!olaan dan penvajian data Kependudukan di Keturahan dan desa 

29. Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya dismqkat dengan 
SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknoloqi tnforrnasi dan 
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan inlorrnas, adrmrustrast kepenououkan 
di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai suatu kesatuan 

30. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disrmpan. dirawat dan diiaga 
kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. 

31. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu 
terbatas di wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat 'IJin 
masuk dari lmigrasi dan ijin tinggal terbatas dari Oinas Kependudukan dan 
pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur. 

32. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin masuk dari lnstansi lmtgrasi 
dan ijin tinggal tetap dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Lampung Timur. 

33. Biodata Penduduk adalah keterangan yang oerisi elemen data tentang jaudm, 
informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialarni 
oleh penduduk sejak kelahiran 

34. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap 
karena perpindahan dari tern pat lama ketempat baru 

35. lahir Mati adalah suatu kejad.an dimana seseorang bayi pada saat d1!at11rkari telah 
tidak menunjukan landa­tanda kehidupan dan larnanya dalarn xandunqan paling 
sedik11' 28 (dua puluh delapan) rninggu 

36. Al<.ta Pencata!Cin Sip1I aua~ah akta yang duerbukan oleh lnstans: pelaksana yang 
merupakan alat bukti otentik rnenqenai kelaruran. perkawman. perceraran. 
kematian. periqakuan penqanqkatan dan pertqesanan anak 

37. kuupan Akla Pencalatan S1ptl adalah kutipan dan Akla­akta Pencatatan Sip ii yan9 
Oiberikan kepada penduduk atau penduduk ti15111Q 

38 Perubat1an Akta adalah per ubahan yang terjadi pada Akta Pencalalan S1pill sebaga1 
akioat ada perubahan data 

39. t:<utipan Akta KeGILicf dari Seterusnya adalah ku1tip~·n akte­~kta psncatata» sipil 
kecua dan seterusnya yang dapat dueroitkan 01e11 1nstG1nS1 pelaksana karena 
~ut.ipari A,kta pertama hilang. rusak, atao rnusnah setelah t:!.ibL"kffkan dengan Surat 
keteranqan can prhak yang bervvl§nang 

40. Salinan Ak,ta, adaldl1 saunan le·ngkap is1 akta pencatatan sip1I yang d'i'terbitkan 
1nstans1 pelaksana atas permmtaan pe.mohon 

41. P'engakuan Anak .adalat~ penga.l<.uan sec&u·a hliki.1m clan seorang Ba.pak terhada,p 
ana'knya karena 1,ahir dilLiar 1katan perkaw1nan 'f2lng sat1 at.G\S persehqi.Jan ibu 
kane.Jung anak terisebut 



P.enyelenggaraarn adrnlnistrasi kependudukan bertujuan : 

a. Mernberikan keabsahan identitas dan kepastian hukurn atas dokumen kependudukan 
untuk setiap peristiwa kependudukan dan perrstiwa penting yang dlalarru penduduk 

b. Msrnoertkan Perlindu11gan. pengakuan. penentuan status pri.badi dan status hukurn 
psnduduk. 

c. Mengelola. rnehyajikan data dan 1nforrnas1 kepenciuciukan rnenqenai psndaftaran 
psnduduk dan pencatatan sipil secara akurat. lenqkap dsn mulaklur 

d Mewu1~1dlkan tert11J adm1rHstrasi kepenciudLJkan secara tiarp<c.'ldu. 

e. Mernber11kan perl1i11dungan alas data prrb~d1 penCILiduk : dan 

t: 'l\.Jlenyediaka11 data nan .i1rrfon:nas1 kepenci1.1dukan y­ang, rnenjad1 ruJw1kan dalarn 
peinyel1en.g9araan f~errierin~ahan, pefnbangunaT1 dan kernasyar~'katan 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan atas prinsip 
tanggung jawab, tidak diskriminatif. profesronat, taat hukum. akuntabilitas dan 
transparansi. serta prinsip­prinsip tata pemerintahan yang baik (good govermance) 

Pasal 2 

BAB II 

PRINSIP DAN TUJUAN 

42. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari 
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua. wah yang san. atau orang l1a:,n yang 
bertanggung jawab atas perawatan. pendidikan dan membesarkan anak tersebut 
kedalam lingkungan keluarga orang tua anqk atnva berdasarkan pu!usan atau 
penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

43 Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lat"Hir oiluar 
ikatan perxawinan yang sah. menjadi anak sah sepasang suami 1str1 

44. Pencatatan Sipil adalah kegiatan pencatatan penstiwa pentrnq yang dialami oleh 
seseorang dalam register pencatatan sipil pada mstansi pelaksana. 

45. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan oenstiwa 
penting yang dialami seseorang pada mstansi pelaksana yang pengangkatannya 
didasarkan pada Peraturan Perundang­Undangan. 

46. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan 
adalah satuan kerja yang melaksanakan Pencatatan N1kah, Talak. Cerai dan Rujuk 
bagi penduduk yang beragama Islam 

4 7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk rnenqh.mpun dan rnengolah data 
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pernenunan 
kewajiban di bidang kepandudukan dan catatan sipil berdasarkan peraturan 
Perundang­Undangan. 

48. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian trndakan yang d.lakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyio.k Umum yang selaruutnva d1 sebut 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang Kependudukan dan Catalan S1pil 



Pasal 6 

(1) Penyelelllggara urusan Adnunistrasi Kependudukan di Oaerah adatah Bupati. 

(2) Penyelenqqar a sebaqairnana dimaksud pada ayat ( ·1) berta11ggung' j1awab dan 
berwenanq rnelakukan : 
a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan . 

b. Pernbentukan [nstansi Pela'ksana yang bertuqas metaksanakao adrmntstrasi 
kep:endudukan ; 

c. Pengaturan tekrus penyeleng.garaan aornuustras. kependudukan berdasarkan 
peraturan perundang,­und'ang.an; 

d. Pembinaan dan sos.auaas: penyelehggaraan adrmnistrasi kependudukan: 

@. Pelaksanaart kegiatan p.elayanan masyaraket di.bidang adrrtirustrasl 
keperrdudukan: 

f Penucasan kepada Desa/Keiurahan untuk menye1l.engga.rakan $ebag­ian 
adminlstrasi kependudukan berdasarkan as.9s tug.as pembantuan: 

g. Penge1lolaan dan penyajian data kependud1ukan berskala daerah: dan 

h. Koordinasi penqawasan atas penyelenggaraan adr1rn1istras~ k.ependudukan 

Bagian Kesatu 

Penyelenggara 

BAB IV 

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA 

Pasal 5 

Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan perist.v.a penting 
kepada lnstansi Pelaksana dengan memenuhi persyaralan yang drperlukan dalam 
pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipit. 

Pasal4 

( 1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : 

a. Dokumen kependudukan 

b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan s1p1\ 

c Perltnd ungan atas data pribadi. 

d Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. 

e. lnformasi mengenai data basu pendaftaran penduduk dan pencatatan s.c atas 
drinya dan/atau keluarganya 

f Gan ti rugi dan pemulihan nama baik sebaqa akibat kesalahan dalam per caftaran 
penduduk dan pencatatan s1p1I serta penyalahgunaan data pnbadi ote i 1 ­stansi 
pelaksana. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rug1 dan pernuhhan nama ba1k sebaqaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf f diatur dalam Peraturan Bupat1 

BAB 111 

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK 



Pasal 12 

Dalarn rnelaksanakan kewena11g.;in sabaqaunana chmaksud dalarn pasal 6 ayat 12) huruf 
g, Bupati rnelakukan · 

a Pengelolaan data kependudukan yang oersilat perseoranqan. agregat dan data 
pnbadi: 

b Penvajian data kependudukan y;;ing vane. akurat can dapat dtpertang9ung 
jswabkan 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan kewenangan sebaqaimana dunaksud pasal 6 ayat (2' hurut f. 
Bupati memberikan penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk rnenyelenggarakan 
sebagian urusan adrnirustras: kependudukan berasaskan tugas pernbantuan. disertai 
pernbravaan. sarana dan prasarana serta sumberoava manusra 

Pas al 10 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huru] 
e. Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan rnasyarakat dibidanq adrrnnrstrasi 
kependudukan. d ilaksanakan secara terus menerus. cepat dan mudat: kepada seluruh 
penduduk dengan diketahui Rukun Tetangga (RT) dan Kepala Ousun 

Pasal 9 
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf 
d. Bupati mengadakan : 

a. Koordinasi sosialisasi antar lnstansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah non 
Kementerian: 

b Kerjasarna dengan organisasi kemasyarakatan can Perguruan Tin991. 

c Sosialisasi lklan layanan masyarakat rnelahu media cetak dan elekronik. dan 

d. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat 

Pasal 8 
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf 
c. Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan 
yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri 

Pasal 7 

( 1) Dalam melaksanakan kewenangan sebaqairnana drrnaksud dalam pasal 6 ayat (2J 
huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan lnstansi vertikal dan Lembaga 
Pemerintah non Kementerian. 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) berkaitan dengan aspek 
perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan dan evaluas: 
penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 



c. Membenkan keteranqan atas 
pent1lng, untuk kepent1h~Jan 
pengaclilan. dan 

d Mengel'ola data dan rnendavaqunakan 111fo1 nia~1 hf:l'$1'i p~nciaftaran penduduk dan 
pencatatan Sip1l untuR kepentrngan pemb&11rigunan. 

laporan perisuwa k:ependuclukan can peristiwa 
penyelic!.1kc­1n. per1y1d1ka11 dan pemb1i.­1kt1an di 

Pasal 15 

(1) 1Kewenangan Oinas dalam rnenye.enqqarakan urusan aormrustrasi kependudukan. 
rnehpun : 
a. Mernpernleh keteranqan dan data yang beriar tentanq perlstiwa kependud1..1kan 

dan perist·iwa pentinq yang dilaporkan penduduk: 
b Mernperoleh data menqena: perisliwa pentinq yang dialarru penduduk atas dasar 

putusan ata1..1 penetapan pengadilRn, 

Pasal 14 

( 1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan adrrunistrasi keoenduoukan. 
dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana. 

(2) Kewajiban Dinas dalam menyelenggarakan Acministrasi Kependudukan. rnehput: _ 

a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan oleh 
penduduk, 

o Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas 
laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting: 

c. Menerbitkan dokumen kependudukan: 

d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: 

e. Menjarnin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan 
peristiwa penting: dan 

f. Melakukan Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh 
penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk pencatatan rukah 
talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam. dilakukan oreh pegawai 
pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecarnatan. 

(4) Kewajiban sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) untuk persyaralan dan tata cara 
pencatatan perisuwa penting bag1 penduduk yar'lg agarnanya belum diakui 
sebaqairnana ketentuan perundanq­undanqan a tau ba.i. penqhavat kepercayaan. 
d.atur dengan berpedornan pada peraturan perundauquncanqan 

Bagian Kedua 

Ins ta nsi Pela ksa na 

Pasal 13 

( 1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pas al 6 ayat (2) huruf h Bupau 
melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkau 

(2) Koordinasi pengawasan sebaqairnana o.maksuo pad a avat ( 4 I dilak'uk:an melalui 
koordinasi konsultasi. pencegahan dan undakan koreks. 

<:> 
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Pasal 18 

( 1) Dinas sesuai tugas dan tanggung jawabnya waub menerbrtkan dokumen 
kependudukan sebagai berikut : 

a. KK baru karena pindah datang: 

b. KK baru karena perubahan data: 

c. KK penggantian karena hilanq/rusak, 

d. KTP untuk pertama kali: 

@ 1KTP karena hiilang/rusak: 

f. KTP perparuanqan ksrena masa berlakunya habis dan atau perubahan data: 

g Surat Kereranqar: Pindah, 

h Smat Keterangan Pit1·dah Datang, 

1 Surat Keterangan Pindah ke l.uar neyer1: 

J. sorat 'Ketera11gan Datang clar 1 Luar neger1, 
k Surat Keterarrgari Tentpat Tmqqal untuk orang asHIQ yang men'lillki 1pn tinggal 

terbatas: 

SLirat Keteranqan Kelahirn1Y. 

rn Surat keterangan Lahir Mari: 

n. Surat Keterang:an Kernatian, 
o Sura: Ke.terar.i.gan Pernbatalan Perkawman. 

p .. Surat Keterangan Pembatatan PerceH:i1an, 

Pasal 17 

( 1) Petugas Registrasi membantu Kepala Oesa/t.ur ah Camat dan Dinas dalam 
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipit. 

(2) Petugas Registras1 yang ada di Desa/Kelurahan status kepegawaiannya melekat 
pada mstansi pelaksana. 

(3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pad a ayat \ 1) diangkat dan d1berhen~:"'an 
oleh Bupati car: pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persvaratan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan dan pemberhentran serta 
tugas pokok petugas registrasi sebagamana dimaksud pada ayat ~ 1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Pasal 16 

( 1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan venfikas: kebenaran 
data. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya mencatat data 
dalam Register Pencatatan Sipil dan membuat catatan pingg1r pada akta­akta 
pencatatan sipil. 

(2) Dalam ha! Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dirnaksuo pad a ayat 11) 
berhalangan. Bupati dapat menunjuk pejabat lain dan Dinas 

(2) Kewenangan sebagaimana drmaksuc pad a ayat ( 1 J ihuruf a dan huruf c berlaku puta 
bagi KUA Kecamatan. khususnya untuk pencatatan nikar1 talak, cera: dan ru~uk bagi 
penduduk yang beragama Islam 

(3) Selain kewenangan sebaqaimana dirnaksud pada ayat t 1) Omas rnernpunvai 
kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan perrstrwa per1r.tavv1nan. 
perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dan KUA Kecamatan 
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(1) Setiap penduduk wajib merrulrki Nomor lnduk Kependudukan (NIK) 

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berlaku seurnur hidup I selamanya, yang 
diberikan oleh pemerintah daerah dan diterb.tkan oleh Dinas atau lnstans. Pelaksana 
kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. 

(3) NIK sebagaiamana dimaksud pada ayat ( 1) drcantumkan dalarn setiap dokurnen 
\.....,... kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor: SIM, NPWP. polis asuransi. 

sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lamnva. 

(4) NIK sebagaimana ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas . 

a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah propinsi, Kabupaten dan 
Kecarrratan tempat tinggal pada saat mendaftar. 

b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran dan khusus untuk 
perernpuan tanggal lahirnya ditarnbah angka 40: 

c 4 ernpat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses 
secara otornatis denqan Sistern Administrasi Kependudukan. 

(5) Perterbltan Nl1K bagi bayi yang larur diluar wilayah adrrunistrasi dornisili, dilakukan 
setelah pencaiatan biodata penduduk pada lnstansi Pelaksana tempat domisili orang 
tuanya. 

Pasal 19 

Bagian Kesatu 

Nomor lnduk Kependudukan 

BAB V 

PENDAFT ARAN PENDUDUK 

(2) Tata cara dan syarat­syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud 
pad a ayat ( 1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

q. Surat Keterangan Pengangkatan Anak: 

r Surat Keterangan Pengganti ldentitas: 

s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; 

t Pengakuan Anak; 

u. Pengesahan Anak: 

v Perubahan Nama: 

w. Perubahan Status Kewarganegaraan: 

x. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan. 

y Kartu ldentitas Keria Bagi WNA. 



Pasal 22 
Perubahan bicdata penduduk WNil. orsng asmg yang memink: ijin tinggal terbatas dan 
orang asinq ya.ng memil'iki ijin tinggal tetap ya;ng mengalami psristiwa penting diluar 
wiJayGih Republik Indonesia. wclji1b orlaporkan kepaca Dinas paling lama 30 (tiga puluh) 
Mari k€rja sejak kernbell ke Republiik Indonesia. 

Pas a I 21 
( 1) Dalam hal terjadi perubahan biodata penduduk sebagaimana d.rnaksud dalam pas al 

20 ayat (2) penduduk wajib me!aporkan kepada Dmas untuk dicatatkan perucahan 
biodatanya. 

(2) Pencalatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 11 dilakukan 
dengan menggunakan : 

a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan: 

b. Formulir Perubahan Biodata penduduk WNI. 

c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang merniuki ij1n tinggal terbatas. atau: 

d Formulir Perubahan Biodata Orang Asing yang rnernilrki ij1n tinggal tetap 

(3) Pencatatan perubahan biodata penduduk VVNI di Dmas. ditakukan dengan cara 
melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data kedalam 

~1'.rt database kependudukan. 

(~) Kepa!a Dinas menerbitkan dan menandatanqani b.odata penduduk yang telah 
diubah. 

(5J Kepala Dinas menerbitkan dan menanoatarrqar» Brodata orang asmq yang telah 
diubah 

Pasal 20 
(1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Dinas melalui Desa/Kelurahan dan Camat 

untuk dicatatkan biodatanya. 

(2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah orang asing yang rnerniuki 11in 
tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap: wajib melapor 
kepada Dinas untuk dicatat biodatanya. 

(3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar penqisian dan pernutakhir an 
database kependudukan 

Bagian Kedua 

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan 

Kartu Tanda Penduduk 

Paragraf 1 

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk 



Pasal 26 

( 1) Penduduk WNI dan Orang, yang telah t.n~run1Lir ·17 '~tuJLlh betas) tahun atau tetah 
kawin atau pernah kaw1n waub rnsrruhk: KIP 

(2) Orang asHTg yang rnemil1k1 lpn l'ingga'I Tetap yang terah berumur ~17 llUJUh belas) 
tshun atau t~lflt1 kawin atau per nah kawrn vJaj18 n1ern.1J1k1 KTP 

Paragraf 3 

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

( 1) Orang asing yang rnernihki iJin tinggal tetap waub melapor kepada Din as deng:an 
menyerahkan persyaratan yang \elah ditentukan sebagai dasar untuk rnenerbukan 
KK. 

(2) Berdasarkan laporan sebaqaunana dimaksud pada ayat ( 1 ), Oinas rnernproses 
penerbitan atau perubahan KK. 

(3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK. 

Pasal 25 

(1) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Dinas 
selambat­lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja se1ak terjadinya perubahan. 

(2) Perubahan KK dilakukan apabila • 

a. Terjadi penambahan anggota keluarga akibat kelahiran; 

b. Menumpang kedalam KK bagi penduduk yang pmdah datanq; 

c. K.arena pengurangan akibat kematian atau pindah perqr, dan 

d. Karena hilanq atau rusak. 

Pasal 24 

Pasal 23 

( 1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan \<.eluarganya kepada Ornas rnelaiui 
Kepala Desa/Lurah dan Camat 

(2) Orang asing yang merniliki ij1n tinggal tetap wajib melaporkan susunan ke.uarqanya 
kepada Dinas. 

(3) Pelaporan sebaqaimana drrnaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk 
menerbitkan KK. 

(4) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d.lakuxan 
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(5) Setiap penduduk WNI atau orang asing yang tinggal tetap hanya dapat didaftarkan 
dalam 1 (satu) Kartu Keluarga. 

(6) Nomor Kartu Keluarga berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala 
keluarga. 

(7) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

Paragraf 2 

Penerbitan Kartu Keluarga 



Pasal 30 

{ 1) Pembetulan KTP hanya chl('.iktJkan untuk K TP yang mengalami kesalahan tuhs 

redaksional 
(2j Pernbelulan KTP .seoagciimana .dunaksud pada ayat \ '1) ddaksanakan dengan atau 

.tanpa perrnohonan dari orang yarigi menjad1 subyek KlP 
{3) Pernbetulan dengan atau tanpa perrnohonan se­bag3imana dimaksud psda ayat l2) 

adalab pernbetulan yang cliketahul dan ouakssnakan oren Omas 

(4) Pernbetulan KTP sebagai11iana cJimaksud pada ~yot ( l) dilakukan oi:er.i 0,1nas. 

(5) T~ta cara pen~rbitan KTP diatur lebih lanjut dengat1 Persturan Bupati 

Pasal29 
( 1) Setiap penduduk wajib melapor perpanjangan masa berlaku KTP kepada lnstansi 

Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sesudah rnasa berlaku KTP 
habis 

(2) Oalam hal KTP drterbitkan karena perpanjanqan. KTP lama ditarik oleh Dinas 

Pasal 28 

( 1) Oalam rangka penerbitan KTP baru. penduduk WNI wajib melapor secara berjenjang 
mulai dari RT, Kepala Dusun, Desa/Kelurahan. Kecamatan. untuk diteruskan ke 
Dinas. 

(2) Dalam rangka penerbitan KTP baru penduduk orang asing yang memiliki uin tinggal 
tetap wajib melapor ke Dinas. 

(3) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki ijin t1nggal tetap waiib melapor ke 
Oesa/kelurahan dan Dinas dalam rangka penerbitan KTP karena perparuanqao. 
karena hilang atau rusak. karena pindah datang dan adanya perubahan data. 

(4) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah 
diterbitkan surat keterangan datang dari Luar Negeri oleh Oinas 

l ' "'­­­ 

Pasal 27 
( 1) KTP untuk WNI berlaku selama masa waktu 5 (urna) tahun kecuali terjad: per..bahan 

data. 

(2) Oalam hal Oinas menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud caoa 
ayat (1 ). kepada penduduk diterbitkan KTP baru. 

(3) Masa berlaku KTP untuk orang asing tinggal tetap cisesoaikan dengan be .akunva 
ijm t1nggal tetap. 

{4) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas. masa berlaku KTP 
adalah seumur hidup. 

(3) Set1ap penduduk sebagairnana cirnaksuo pada ayal 111 dan ayat (2j nanva mernil,lk; 
1 (satu) KTP. 

(4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara Nasional 

(5) Orang asing yang mengakui status orang tuanya yang rnemilik. iJ!n t1nggal tetap dan 
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib rnerruhki KTP 

(6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat beperqian 



( 1) Penduduk WNI yang pinoah ke Daerah wajib melapor kepada Oinas dengan 
membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal 

(.2) Pindah sebsqaiarnana dirnaksud pad a ayat ( 1) acalan oeroorrusutnva penduduk di 
daerah untuk waktu iebi,h dari 1 (satu) tahun atau beroasarkan kebutuhafi yang 
bersanqkutan untuk wsklu yang. kUfang ct~,ri 1' (satu) tahun 

(3) Berdasarkan Surat Keterang.an Pindah sebaqaunana dnnaksud pada ~ya,t. l 1) 
pendudt)k bersang.klo1tan w~Jib melapor l~ep~,da l11stti111~1 pt:laksana d1 daerah i,ujuan 
untuk rnendapatkan Surat Keterangan Plndal1 Datang. 

(4) Pelaporan sebacaunana dirnaksud pada avat lJ) paJr1ngi lama. 30 ll1g~ puluh) t1EH'i 
kerja sejak d.iterbllkan Surat Keteran\:)an P1nclat1 cla11 dcif.lrsl1 eis~d 

Pasal 33 

Paragraf 2 

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI 

Oalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

( 1) Oalam hal terjadi perubahan ala mat penduduk Ornas wanb menyelenggarakan 
penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk 

(2) Persyaratan dan tatacara penerbitan dan perubanan dokurnen pendaftaran 
penduduk sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dratur lebth lan.ut dengan Pei au.: an 
Bupati. 

Pasal 32 

Bagian Ketiga 

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 

Paragraf 1 

Perubahan Alamat 

( 1) Petugas Rahasia Khusus diberikao KTP khusus. untuk mernbenhan perunrnrnqan 
dan menjamin kerahasiaan identitas selama rnenjalankan tugas rahas.a 

(2) KTP khusus sebagaimana drrnaksud pad a ayat ( 1) cnsrbnkan dengan menggunakan 
spesifikasi KTP Nasional. 

(3) Penerbitan KTP khusus sebaqairnana dimaksuo pada ayat (2) tidak diperlukan 
pencatatan biodata penduduk dan KK dari petugas Rahas.a Khusus. 

(4) Tatacara penerbitan KTP khusus sebagaimana dirnaksud pad a ayat 1.1 ~ 
diiaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­undangan. 

Pasal 31 

Paragraf 4 

Penerbitan Dokumen Kependud ukan 

Bagi Petugas Rahasia Khusus 



l () 

( 1) Penduduk WNI yang berrnaksuo pindah dengan klas1f1kas1 sebaqaunana drmaksud 
dalarn pas al 34 avat (.2) huruf a. me.lap or kepada Desa/Keluranan denqan memenuhi 
syarst sesuai keterituan yang berlaku 

(2) Berdasarkan laporan pernohon sebaqaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ). 
Desa/kelurahan rnenqeluarkan Surat Keterenqan Pindah D~tan9 

(3) StHe:H Keteranqan Pindah datang sebaqaimana d1111aksud paoa ayat (2). digun.akan 
sebagai oasar untuk : 
a. Proses perubahan KK bagi Kepala Ketuarqa I anggota kel1uargB, d'alam KK yang 

t1d'ak pirldah: 
b Proses penerbitan Kk dan KTP dengan alamat baru: tl.an 

c. Petekaman kedalam database l<:ependuduk~rn 

Pasal 36 

(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasrukast sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf o huruf c. huruf d dan huruf e. drlakukan 
dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar Kepala Oesa dan Carnal. KK dan 
KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah 

(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dirnaksud pada ayat \ 1 \. berlaku selama 30 
(tiga puluh) hari kerja. 

(3) Pada saat diserahkan. Surat Keterangan Pindah sebaqaunana dirnaksud pada ayat 
(2) kepada penduduk. KTP yang bersangkutan dicabut dan dunusnahkan oleh 
lnstansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah 

(4) Surat Keterangan Pindah sebaqaunana drmaksud pad§ ayat ('.)} beriaku sebagai 
penggant1, KTP selarna KTP baru belurn selesa. d1tart'Hll\an 

Pasal 35 

Pasal 34 

( 1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan mernperhatikan klasifikas: 
perpindahan penduduk. 

(2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 J adalah 
sebagai berikut • 

a. Dalam satu Desa/Kelurahan: 

b. Antar Oesa/Kelurahan dalam satu Kecamatan: 

c. Antar Kecamalan dalam Daerah: 

d. Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi: atau 

e. Antar Provinsi 

Paragraf 3 

Pendaftaran Pindah Bagi Penduduk WNI 

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(5) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3i diqunakan sebaqa. 
dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan 



( ·1 i Penduduk WNI sebaqeirnana d1,,;naksud dalarn pas al 39 ayat t 1 ). me~ap~rkan 
kedatanqannya kepada DasalK~lurahE111 {j1tert)pal tu1,1.1~n d~ngan rnenuruukan Surat 
K­eterang~n P.indst1. 

(2) Berdssarkan Surat Keterany­an PkK1~h s@bgiga1rnaria Ch1Y1a,ksud datarn oasal 39 ayat 
( ·1 ), Kepaila E)e$C!/Lurah rTl'l~iAandet1.~rnga111 clan rne1rierlrsk:cin Iormuur perrnohonan 
kepada Camat untuk selan,JLltnya di kelparkan Sur&it keterangan Pmdah Datang dari 
ditandata,ngar1i atas narna Kepala omss 

Pasal40 

( 1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan ktasrhkas. sebaqairnaoa dirnaksud 
dalam pasal 34 ayat (2) huruf c. rnelapor kepada Kepa!a Oesa/Lurah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

(2) Kepala Desa/l.urah meneruskan berkas torrnuhr perrnohonan pindah ke Kecamatan 
dan Camat mengeluarkan Surat keterangan Pindah. 

(3) Surat Keterangan Pindah sebagairnana dimaksud pada ayat \2) d1gunakan sebagai 
dasar : 

a. Proses perubahan iKK baqi Kepala Keluarga t Anggota keluarqa dalam KK yang 
tidak pindah: dan 

b. Pet€­k<aman ke datarn database kependudukan 

Pasal 39 

( 1) Penduduk WN I sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat ( 1 ). melaporkan 
kedatangannya kepada Oesa/Kelurahan tempat tujuan dengan menunjukan Surat 
Keterangan Pindah. 

(2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat { 1 ). 
Desa/Kelurahan ditempat tujuan mengeluarkan Surat keterangan Pindah Datang. 

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan 
sebagai: 

a. Proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru: dan 

b. Perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal 38 

( 1) Penduduk WNI yang bermaksuo pindah dengan klas1f1kas1 sebaqajrnana dimaxsud 
dalam pasal 34 ayat (2) hurul b. rnelapor kepada Oesa/Kelurahan dengan memenuni 
syarat sesuai ketenluan yang berlaku untuk mendapatkan Surat Keterangan Pmdah 

(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana drmaksuc pada ayat ( 1) drqurvakan sebaqai 
dasar: 

a. Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga I Anggota keluarga dalam KK yang 
tidak pindah: dan 

b Perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal 37 



Pasal 43 

(1) Orang Asing yang mernilik: iJin tinggal terbatas atau yang mernihki IJm tinggal tetap 
yang pindah dalam dan luar daerah wdjib melapcrkan kepmdahannva kepaoa Dimas 

(2) Berdasarkan peiaooran sebaqarmana dimaksuo pada a~1at l 1 l. Dinas rnelakukart 
pendaltar an dan rnenerbitkan Surat Keterangcir1 Pindah Oatai'ig 

(3) o~ang Asing sebaqairnana yang drrnaksud pada avat ( 1) yang, pindah datanq 
kedaerah waiib rnetacorkan keqt;itsing:annya kepada D1nas paling larnbat 30 (Hga 
putuh) han sejak dllerbukaruwa Surat Keterangan Pindar­1 Da.~ang. 

(4) Surat Keternngan Pmdah Datang sebagaimana dink1ksud pada ayat (~). sebaqai 
dasar perubahan atau penerbilan KK, KTP bagi orar1g asinq pernegi~rng 1iiin t1nggal 
tetap atau S1Jrat Keterangan Ternpat T'inggal bag·i oranq asing pernegang 1ji111 trnggal 
terbatas 

Paragraf 5 
Pindah Datang Orang Asing 

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Pasal42 

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransrn.qrasi akan diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati 

Paragraf 4 

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi 

( 1) Penduduk WN I yang bermaksud pindah dengan klasnikasi seoaqa.mana dunaksud 
dalam pasal 34 ayat (2) huruf d dan huruf e. melaporkan kepada Kepala Desa,~·_,rah 

(2) Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Pengantar Pmdah dan meneruskan berkas 
permohonan pindah kepada Kepala Dinas rnetalui Camat sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

(3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pmdah serta 
menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan 

(4) Surat Keterangan Pindah sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diqunakan sebagai 
dasar . 

a. Proses perubahan KK bagi Kepala Keluarga I Anggota keluarga dalam KK yang 
tidak oindah: dan 

b Perekaman ke dalam database kependudukan 

Pasal41 

3) Surat Keterangan Pindall Datang sebagaimana drrnaksud pada ayat 12), d1gu:iakan 
sebaqai : 

a. Proses penerouan KK dan KTP dengan alarnat baru. dan 

b. Perekaman ke dalam database kependudukan 



Pa­sal48 

( 1) Orang Asing yang memi,l1k1 nm trn~ig~I terbatas yang· relah menqubah sfa1tusny.a 
rnenjadi ijin trnggal tetap wajit; melaporkan paci:a D~rias paling lambat 14 (ernpat 
beias) h1€HI kerja seiak dlterbrtkannya qrn 11nggal te·tc'.!p 

Paragra.f 8 

Psrubahan lzin Tinggal Terbatas M.enjadi lzin Tlnggal Tetap 

Pasal 47 

( 1) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas a tau orang asing yang memiliki ijin 
tinggal tetap yang akan p\ndah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling 
tarnbat 14 (ernpat betas) hari sebelum rencana kepindahannya. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). Dinas melakukan 
pendaftaran. 

Pasal 46 

( 1) Orang Asing perrulik 1J1n l1nggal lerbatas yang datang dar: luar negeri dan orang 
asing pernihk ijin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang ijin tinggal 
terbatas yang berencana bertempal t1nggal d: daerah wapb melaporkan kepada 
Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari ker.a sejak drterbitkan 1jin tinggal terbatas. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana drrnaksud pada ayat ( 1 ). Dinas melakukan 
pendattaran dan rnenerbitkan Surat Keterangan Ternpat Tinggal. 

{3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan rnasa berlaku 
ijin tinggal tetap 

(4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) wajib 
dibawa pada saat bepergian. 

Paragraf 7 

Pindah Datang Orang Asing dari dan Keluar Negeri 

Pasal45 

( 1) WNI yang datang karena pindah dari luar neqen ke daerah. wajib melaporkan 
kedatangannya pada Dinas paling lambat 14 (empat betas) hari kerja sejak tanggal 
kedatangannya. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). Dmas melakukan 
pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebaqa: 
dasar penerbitan KK dan KTP. 

Pasal 44 

( 1) Penduduk WN I yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepindahannya pad a 
Din as 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). Drnas melakukan 
pendaftaran dan menerbitkan Surat Keterangan prndah ke Luar neqer: 

Paragraf 6 

Pindah Datang WNI ke Luar Negeri 



P~sal 5? 
F crrnulrr dan 8uku yang digui1a,kan dalarn pendattaran penduduk berpedornan kepada 
Peraturan da11 Perundanq­Undaopan yang oertaku ten tang F orrnulir can Buku Yang 
Diguria.Kan Dalam Pendattaran Pertduduk dan Pencatati'.rn Sipil ; 

Bagian Keenam 

Formulir dart Buku Pendaftaran Penduduk 

Pasal 51 

Pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri sebagaimana dirnaksud 
pada pasal 50 ay@t ( 1) dilakukan dengan pen~1s1an lormuhr yang telah ditetapkan sesuai 
peraturan perundang­undangan. 

Pasal 50 

( 1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendin pelaporan terhadap pe .s.iwa 
kependudukan yang menyangkul dinova seodiu dapat dibantu oleh I nstansi 
Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain 

(2) Penduduk sebagaimana dunaksud pada ayat ( 1) adalah penducu« yang tidak 
rnarnpu karena f aktor urnur sakrt xeras. cacat 1is1k atau cacat mental 

(3) Orang lain sebagaimana dunaksud pada dyat \ 1 :1 aclalah keluarganya atau orang 
yang diberi kuasa. 

Bagian Kelima 

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu 

Mendaftarkan Sendiri 

Pasal 49 
( 1) Dinas wajib melakukan pendataan penduduk rentan adrrunistrasi kependudukan 

yang meltputi 

a. Penduduk korban bencana a lam. 

b. Penduduk korban bencana sosial: 

c. Orang terlantar: 

d. Komunitas terpencil 

(2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebaqa.rnana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tern pat sernentara 

{3) Hasil pendataan sebagaimana drrnaksud pada ayat \2) diqunakan sebagai dasar 
penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan adrmrustras: 
kependudukan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut menqenai persyaratan dan tata cara pendataan per,cuduk 
rentan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati 

Bagian Keempat 

Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Ke pend udukan 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat {1 ), Oinas melakukan 
pendaftaran dan menerbitkan KK dan KTP. 



Pasal 56 

( 1) Pelaporan kelahiran yang melampau1 batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai 
d~n:gan 1 (satu) tGihun se'JZ!k tangg~i}! kelalwan. pencatatan dnaksanaken setel,ah 
mendapatkan perseR1juaq Kepala lnslans: Pel,aks~na serernpat 

(2) Pencatatan kel,ah1ra11 yang metarnpain batas waktu 1 (satu) tanun sebagairnana 
clirnak'sud pada ayat ( '1 ), d1IEiksan;;1k~n berdasarkan penetaoan Pen~iadi11lan Negreri 

Paragraf 3 

Pencatatan Kelahir an yang melampaui Batas Waktu 

Paragraf 2 

Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah 

Pasal 55 
( 1) Pencatatan kelahiran bag1 penduduk VVNl yang lahir duuar wllayah NKRI wajib 

dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling larnbat 30 (tiga pu!uhl nan 
kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia. 

(2) Pencatatan ke!ahiran bagi penduduk WNI yang lahrr diluar daerah dalam wilayah 
N KR I wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada lnstansi Pelaksana di :~ernpat 
terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam µuluh) hari kerja. 

(3J lnstansi Pelaksana yang menerima data kelahiran sebaqarrnana dimaksud pada ayat 
( 1) dan (2) mencatat dan merekam ke dalam database kependuduketn 

Pasal 54 
(1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta kelahiran dan penerbitan kutipan Akta 

Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran terhadap seseorang yang tidak diketahui asal 
usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang 
menemukan dilengkapi bukti Berita Acara Perneriksaan dari Kepo!is1an 

(2) Kutipan akta Kelahuan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) diterbukan oleh 
Pejabat Pencatatan Sipil dan disirnpan o!eh Dinas 

Pasal 53 
( 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada lnstansi pelaksana di 

tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak 
kelahiran. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), pejabat pencatatan sipll 
mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran 

Paragraf 1 

Pencatatan Kelahiran di Daerah 

Bag ia n Kesa tu 

Pencatatan Kelahiran 

BAB VI 

PENCATATAN SIPIL 



Pasal60 

oararn hal perkawlnan UcJak dapat olbuktikan riehgar1 akta perxawman, pencc;i.tatan 
perkawinan d'ila1kukan seteran ada psnetapan Pen.ga.d1lan 

Pasal59 
Pencatatan perksw111an &ebagai1na11a dimaksud calarn pasal 58 berlaku pu.la bagi 
perkawinan WNA yang d11lcikuk.an ·d1 oaerah alas penlHn\d\?11 yan~ bersa.ngkutan. 

Pasal 58 

(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang­undangan wajib 
dilaporkan oleh penduduk kepada Oinas di tempat terjadinya perkawinan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pernikahan. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat \ 1). Pejabat Pencatatan 
Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta 
perkawinan. 

(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana drrnaksuo pada ayat (2} rnas.nq­rnasmq 
diberikan kepada suami istri. 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pad a ayal ( 1) bagi penduduk yang beragama 
Islam dilakukan oleh KUA Kecamalan 

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebaqarrnana dunaksud pada ayat \ 1) wajib 
dilaporkan o!eh KUA Kecamatan kepada Dinas dalarn waktu paling lambat 10 
(sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan oilaksanakan 

c_ 

Bagian Ketiga 

Pencatatan Perkawinan 

Paragraf 1 

Pencatatan Perkawinan di Daerah 

Pasal 57 
( 1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Oinas paling lam bat 30 1 tiga 

puluh) hari sejak peristiwa lahir rnati 

(2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir rnati sebagaimana dimaksud pada ayat fl l 
Kepala Des a/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangar. Lah.r Mati. 

(3) Kepala Oesa/Lurah berkewapban mengirim sural Keterangan Larur Mat1 kepada 
Petugas perekam data kependudukan d1 Kecamatan untuk d1 teruskan ke Oinas 

(4) Pencatatan pelaporan lahir man Orang Asing dilakukan oleh Oinas. 

Bagian Kedua 

Pencatatan Lahir Mati 

(3) Ketentuan lebih lanjut menqenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelah.ran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati 



Pasal 64 
( 1) Pencatalan perceraian bagi penduduk yang berade di luar negeri wajib dicatatkan 

oleh yang bersanqkutan kepada lnstansi yang berwenanq di Negara seternpat den 
dilaporkan paoa Perwakiian Negara Repub.lik Indonesia setempat 

{2) Apabila di neqara sete.mpat sebaqairnana di:m~ksud pada avat ( 1) tida.k 
rnenyelenggarakan pencatatan perceraian bag1 orang asinq, pencatatan dii1akukan 
pada perwakilan Negara Republik lndonesia terdekat 

(3) Pencatatan perceraian seb~gf\irnana dimaksuo paua avat ( 1) dilaporkan kepada 
Dmas di temost t1n.ggalnya pa.ling tarnba: 30 \liga puluh) hari se1ak yang 

'be­rs2u1gk.utan kernbali ke Indonesia 

Pasal 63 

( 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkulan kepada Dinas paling lambat 60 
(enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap 

(2} Bagii yang beragama selain Islam, perceraian sebaqaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dicatat Ornas dalam register akta perceraian dan diterbitkan ku!ipan akta perceraian. 

Bagian Keempat 

Pencatatan Perceraian 

Pasal 62 

(1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami 
pembatalan perkawinan kepada Oinas paling \ambat 90 (sembilan puluh) hari 
setelah putusan pengadllan tentang pembatalan perxawman yang telah mernpunvai 
kekuatan hukum tetap. 

(2) Dinas sebagaimana drrnaksuo ayat ( 1) mencabut kutipan akta perkawman dari 
kepemillkan subjek akta dan rnenerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta 
Perkawinan 

(3) Pembatalan perkawinan sebaqaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dicatat dalam 
Register Akta Perkawinan 

Paragraf 3 

Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

Pasal 61 

( 1) Perkawinan penduduk diluar daerah dicatatkan kepada lnstansi yang berwenang di 
tempat peristiwa perkawinan. 

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilaporkan oleh yang 
bersangkutan kepada Oinas paling lambat 30 (tiga putuh) han sejak yang 
bersangkutan kembali ke daerah. 

Paragraf 2 

Pencatatan Perkawinan Di Luar Daerah 



Pasal 67 
( 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya a tau yang mewakih kepada Omas 

paling lambat 30 (tiga puluh) han kerj<::1 se}­ak tanggal kernauan. 

(2) Pencatatan kernatian sebaqaimana dimaksuo p.:10c1 ,1y,1t (: \ d1lakul\dn oleh pejabat 
pencatatan sip1I dalarn re91sld akta kernauan Ja11 ~el1ci9a1 cataian pingg1r da.am 
register akta kelahiran yang bersangkutan serta dnerbrtkan kuupan akta kernat.an. 

(3) Pencatatan kernatian sebaqaimana dirnaksud pada ayat ~2) dilakukan oerdasarkan 
Surat Keter angan Kematian dari pihak yor '~ berwenanq 

(4) Pencatatan kematran yang rnetebih: jangka waktu sebaqaimaria dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan setelall mendapat ijin dari Bupati a tau peJ.:1bat yang dilunjuk 

(5) Dalarn hall terdapst ketioakjelasar, ksberadaan seseoranq karena ~ilang atau mati 
tetapi tldak diternukan jerrazahnya, pencatatan olen pejabat pencatatan sipil baru 
dilakukan setetah mendapat penetapan penqadtlan 

(6) Oalam hcil ter1ctdi kernauan seseoranq yang tidak jelas identitasnva. Dinas 
rnelakukan pencatatan kernatian beroasarkan keteranqan dari Kepolisian. 

(7) Dalarn hal peristiwa kernatian oerbeda denqan dorrtisili. Oinas yang menerbitkan 
register dan kunoan akta kematian sebaqaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
mernberitahukan kepada lnstansi Pelaksana daerah as­al. 

Paragraf 1 

Pencatatan Kematian di Oaerah 

Bagian Keenam 

Pencatatan Kematian 

Pasal 66 
(1) Pembatalan perceraian wajib diiaporkan oleh penduduk kepada Drnas pal.·19 lambat 

60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan percera.an 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Drnas rnencabut 
kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat 
keterangan pembatalan perceraian 

Bagian Kelima 

Pencatata n Pembata la n Perceraian 

Pasal 65 

( 1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, perwak.lan Negara 
Repubhk Indonesia setempat mencatat pada register akta perceraian mernberikan 
catatan pinggir pada register akta perkawrnan mencabut kutipan akta perkawinan 
dan menerbitkan kutipan akta perceraian 

(2) Dalam hal tempat perrstiwa perceraian berbeda dengan tempat pencataran oerisnwa 
perkawinan. Dinas yang mencatat peristiwa perceraian dan rneoerb.txan kutipan akta 
perceraian memberitahukan terjadinya perisuwa perceraran kepada Dinas yang 
mencatat peristiwa perkawinan 



Pasal 70 
{'I j Penqakuan anak waj1b duaporkan oteh orang tu121 paling lambat 30 (t1ga puluh] han 

keqa seiak tang gal sur at panqakuan anak d1.setuiu1 ol~h lbu kandun91 dan anak yaflg 
bersangkutan kepada D1r1Gil5 dan mcatat pdcia rt:?91sler akla pengakuan anak 
kemud1~n d1te.rb1tkan kuupan akta ~){~ngakuan anak 

(2) Kewai1ban sebaqannana dnnaksud pade ciy:at \ 1) dikt;'t. uahkan bagi oranq tua yang 
a_gan1anya. t1dak rnembenerxan penqakuan anak yang. lahir d1 luar hubungan 
perkawinan sah 

Paragraf 2 

Pencatatan Pengakuan Anak 

Pasal 69 

( 1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengad .. an dicatat olet­ 
Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 1t1ga puluh) han kerj3 se)aK 
d.terirnanya salman penqadrlan di tempat tinggal pernc: ion 

(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) d.catat oleh Pejabat 
Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan kuupan akta kelahuan dalarn 
bentuk catatan pinggir. 

Paragraf 1 

Pencatatan Pengangkatan Anak 

Bagian Ketujuh 

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak 

Dan Pengesahan Anak 

Pasal 68 
( 1) Kematian penduduk WN I di luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya a tau yang 

mewakili dan dicatat oleh Oinas di Negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah kematian. 

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) direkam dalam database 
kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri. 

(3) Kematian penduduk diluar daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang 
mewakilinya kepada lnstansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa kematian untu-: 
mendapatkan akta kematian. 

(4) Akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wairb dilaporkan untuk menjadi 
dasar Dinas mencatatkan peristiwa tersebut. 

(5) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian. 

Paragraf 2 
Pencatatan Kematian di Luar Daerah 



Paraqrat 3. 

Pasal 73 

{1) Perubahan Status kewarqaneqaraan dari Warga Ne9ara As1ng menjadi Warga 
neqara tnoonesta waj1b dilapcrkan oleh penduduk yang bersanqkutan kepada 
lnstansi Pelaksana al ternpat pensnwa p­erubaha11 status kewarqaneqaraan paling 
lambait 60 (enarn puluh) hari seiak berila acara penqucapan surnpah atau 
pernyataan [an] ole11 pe1abat. 

(2) Berdasarkan iaporan sebaqaunana dimaksud pada ayat ( 1 ). pejabat pencatatan sipil 
rnernbust catatan plngglr pad;;l reqister akta perc1catatan sipil dan kutipan akta 
peneatatan s,ipil 

Paragraf 2 

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 

Warga Negara Asing Menjadi Warga Negara Indonesia 

Pasal 72 

( 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan 
Negeri tempat pemohon. 

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana d.rnaksud pada ayat ( 1) wapb dilaporkan 
oleh penduduk kepada Oinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 
30 (tiga puluh) hari sejak diterirnanva salinan penetapan pengadilan negeri oleh 
penduduk. 

(3) Berdasarkan laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (2). pejabat pencatatan srpu 
membuat catatan p1nggir pada register akta pencatatan sip1I dan kuupan akta 
pencatatan sipil. 

Paragraf 1 

Pencatata n Perubahan Nam a 

­­·· 

Bagian Kedelapan 

Pencatatan Perubahan Nam a da n 

Perubahan Status Kewarganegaraan 

Pasal 71 

( 1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lam bat 30 1 tiga puluh 1 hari 
kerja sejak ayah dan ibu dan anak yang bersangkutan melakukan perkaw.r­an dan 
mendapatkan akta perkawinan kepada Oinas dan cicatat pada register akta 
pengakuan anak kemudian diterbnkan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 70 dapat disahkan pada saat penr:atatan perkawinan orang 
tuanya 

(2) Pengesahan anak sebaqa.rnana dirnaksud pada ayat ( 1) dicatat oleh pejaoat 
pencatatan sipi! dalam register akta perkawman orang tuanya dan pada register akta 
kelahiran dalam bentuk catatan pinggir. 

Paragraf 3 

Pencatatan Pengesahan Anak 
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Pasal 77 

( 1). Pembetula.n skta pericatatan s1pil hanva djlakukan u11~L1k akta yang menqalarm 
xesatahan tuns redaks1onal 

( 2,) Pernbetulan akta penm:itat:an s1p1I sebaga1mc::uw cl1mak:sud pe.~oa avat ~ 11) 

dilaksanakan denqan alau tanpa perrnohonan c'lar1 orcing yang meriJaCH SL'lbyek akta 

Bagian Kesebelas 

Pe'fnl:Je.tulan Akts Penoatatan Sipil 

Pasal 76 

( 1} Akta pencatatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan 
pembatalannya dicatat dalam register akta. 

(2) Dinas wajib mencatat pembataian akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya sahnan penetapan 
pengadilan dan pemt>atalannya direkam da!am database kependudukan. 

Bagian Kesepuluh 

Pembatalan Akta 

Pasal 75 
( 1) Dinas mencatat penst.v.a penunq lainnya alas perrruntaan penduduk yang 

bersangkutan setelah mendapatkan penelapan pengadilan paling lama 30 (uqa 
puluh) han kerja sejak diterirnanya salinan penetapan pengadilan. 

(2) Peristiwa penting lainnya sebaqarrnana dimaksud pada ayat ( 1) dicatat oleh pejabat 
pencatatan sipil pada register dan kutipan akta­akta pencatatan sipi: da!am bentuk 
catatan pinggir 

Bagian Ke sernbilan 

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 

Pasal 74 

( 1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari lNaga negara Indonesia menjadi 
orang asing yang telah mendapat persetujuan Negara setempat wajib dilaporkan 
oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Repuolik Indonesia. 

(2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat l 1) menerbitkan 
surat keterangan Pelepasan Kewarganegaraan 

(3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebaqaimana drrnaksud pada ayat (2) 
diberitahukan oleh perwakuan Republik Indonesia pada menteri yang bervvenang 
menurut Peraturan perundang­undangan untuk dileruskan kepada Dinas yang 
menerbitkan akta pencatatan sipil yang bersangkutan. 

(4) Berdasarkan pemberrtahuan sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) Pejabat 
Pencatatan Sipil membuat catatan pinqqir pada register akta pencatatan siptl dan 
kutipan akta pencatatan srp:t 

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 

Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing 



Pasal 79 
( 1) Data Kependudukan terdiri alas data perseor anqan dan/atau data agregat 

penduduk 

(2) Data perseorangan. melrputi 

a Nomor KK. 

b NIK: 

c. Nama Lenqkap: 

d. Jenis Kelamin: 

e. Tempat lanir: 

f T anggal/bulan/lahun lahir: 

g. Golongan Darah: 

h Agama/Kepercayaan: 

1. Status Perkawinan: 

Status l1ubUngan dalarn keluarqa; 

K Cacat f1sik dan atau mental: 

L Pendidikan teraknlr: 

m. Jerns Pekerjaan: 

n NlK lbu Ka11dung, 

o. Narna tou Kandµng; 

Bagian Kesatu 

Data Kependudukan 

BAB VII 

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

Pasal 78 

(1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhacap perisnwa 
penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Ornas atau rnermnta 
bantuan orang lain. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk 
sebagaimana dimaksud pad a ayal ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati 

Bagian Kesebelas 

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Diri 

(3) Pembetulan dengan atau tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah pembetulan yang dikelahui dan dilaksanakan oleh Dinas yang ditindaklanjuti 
dengan penerbitan dan pemberitahuan penerbitan kepada subyek akta 

(4) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1; karena 
kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang. dilakukan 
setelah memenuhi persyaratan : 

a. Ookumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan s1p1I, 

b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulisan recaksronal 



( 1) Dokumen kependudukan rnehputi : 

a. Biodata Penduduk. 

b. KK: 

C. KTP~ 

d Surat Keterangan Kependudukan; 

e Akta Pencatatan Sipil 

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebaqelmana dirnaksud pad a ayat \ 1) huruf d 
mehputi : 

a Surat Keteranqan P1ndah: 

b Surnt Keteranqan Pindah datan9: 

c. Surat Keter(:;lngan Pi,ndali ke t.uar Negen. 

d Smat Keterangcir1 Datang dan t.uar neqeu: 

e Surat Keterangan T empat Tmgga I, 

f. Surat Keterangan Kelahiran: 

g. Surat Keteranqan l.arur Mati: 

h. Surat Keteran~an Kern.atian; 

I. Surat Keferangeri Pembatalan Pe1rKawinan; 

Pasal 80 

Bagian Kedua 

Dokumen Kependudukan 

p. NIK Ayah kandung: 

q. Nama Ayah: 

r. Alamat Sebelumnya: 

s. Alamat sekarang: 

t. Kepemilikan Akta Kelahiran: 

u. Norn or Akta Kelahiran: 

v . Kepemilikan Akta Perkawinan/buku nikah: 

w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah: 

x. Tanggal Perkawinan: 

y. Kepemilikan Akta Perceraian: 

z. Nomor Akta perceraian/Surat cerai: 

aa. Tanggal perceraian: 

ab. Rekaman Sidik Jari. 

(3) Untuk kebutuhan daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Dinas dapat meminta data tambahan dengan membuat Iorrnuhr 

(4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ). rnehpuu hirnpunan data 
perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif 

(5) Pemanfaatan data perseorangan penduduk sebaqarmana dimak.sud pad a ayat \ 1) 
harus mendapatkan 1jin dari Bupati 

(6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan 1j1n dari Bupat: sebaqairnana 
dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 



Pasal 82 

(1) Dinas rnetaksanakan pencatatan. penerbrtan cran pernutakhiran database 
kepencuduxen. 

(2) Setiap orang dilarang mengLlbah. rneriarnbah atau menquranqi tanpa hak 'IS'I elemen 
data pada dokurnen penduduk 

(3) Pemutakhirao database k.e1pendudukan sebaqaimana ormaksud pada ayat \ 1·) 
dilakuken O'leh Dmas oerdasars an laporan penduduk 

{4,J P­erlibahan b1od~rtei penducuk WNI, Orang asmp tingga~ terbatas dan ora,ng asir19 
ungglill tetap yanq terjadi d1 luar negen karena teqa(;!'inya cerisuwa pent1frlg~ setelah 
k!iilmbali ~e lndonesra dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk yang 
bersanqkutan paling lama 30 (t1g.a puluh) hari kerja sejak kedatanqan. 

Pasal 81 

( 1) Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan ten tang nama tempat dan 
tanggal lahir: alamat dan jati drr: lainnya secara lengkap. serta perubahan data 
sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan penstiwa pent1ng yang dialarni. 

(2) Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) direkarn dalam database 
untuk penerbitan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) dan menjadi saran satu dasar 
penerbitan KK dan KTP. 

J. Surat Keterangan Pembatalan Percer aian. 

k Surat Keterangan Pengangkatan Anak: 

I. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, 

m. Surat Keterangan Pengganti tanda ldentitas: dan 

n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil 

(3) Biodata penduduk. KK. KTP. Surat Keterangan Pindah Penduduk \lJNi' antar 
kabupaten/Kota dalarn satu Provinsi dan antar Provmsi Surat keterangan Pindah 
datang penduduk WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provrosi dan antar Provrnsi, 
Surat Keterangan Pindah datang Penduduk orang asinq Surat Keterangan P1ndah 
ke Luar Negeri, Surat Keterangan datang dari Luar neqeri. Surat Keterangan Ternpat 
Tinggal untuk orang asing tinggal terbatas. Surat keterangan kelahiran untuk orang 
asing, Surat Keterariqan Lahir Mali unluk orang asing. Surat Keterangan Kematian 
untuk Orang Asing, Surat keterangan pembatalan perkawinan. Surat keterangan 
pembatalan perceraian dan Surat keterangan Pengganti Tanda icJentitas. diterbitkan 
dan ditandatangani oleh Kepala Dinas 

(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu daerah. Surat 
Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan da\am satu daerah 
diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas. 

(5) Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam satu Oesa/Kelurahan. Surat 
keterangan pindah datang penduduk WNI antar Desa/Kelurahan dalam satu 
Kecamatan, Surat Keteranqan kelahiran untuk WNI. Surat Keterangan Lahir Mati 
untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani 
oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas. 
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Pasal 85 

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, terdiri atas kunpan akta : 

a. Kelahiran. 

b. Kematian: 

c. Perkawinan: 

d. Perceraian: 

e. Pengakuan anak. 

(2.) Kutipan Akta Pencatatan Sipil rnernuat : 

a. Jenis perist"i.Wa penting­, 

b. NIK dan status kewarqaneqaraan: 

c. Nam.1,3 oranq yang rnenqalami peristiwa penting. 

d Ternpat dan ranggal psnsuwa pentinq. 

e. Ternpat clan tanggal dikelLtarKanny~~ akta; 

f. N9ma dan tandatanqan pejabat yang oerwenanq: 
g. Pernyataan kesesuaran kutrpan tersebut dehgcm data yang lerdapat dalarn register 

akla pencaiatan sipil 

Pasal 84 
( 1) Register Akta Pencatatan Sip ii memuat seluruh data peristiwa penting. 

(2) Data peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama durueqrasikan 
kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutrpan akta pencatatan sipil. 

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disirnpan dan dirawat oleh lnstansi Pelaksana. 

(4} Register Akta Pencatatan Sipil memuat: 

a. Jenis peristiwa penting; 

b. NIK dan status kewarganegaraan: 

c. Nama orang yang rnenqalarm peristrwa penting: 

d Nama dan identitas pelapor: 

e. Tempat dan tanggal peristiwa 

f Nama dan identitas saksi: 

g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta: 

h. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang. 

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas 

a Register Akta Pencatatan Sipil, 

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

(2) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana ayat ( 1) berlaku selamanya. 

Pasal 83 

Bagian Ketiga 
Akta Pencatatan Sipil 



Data pribad1 penduduk sebapairnana ·dimakswd datarn pasG11I 87, waJib dlsin1pan dan 
dilindungi O·l:e1h Negara 

Pasal 88 

Data Pribadi penduduk yang harus dilindungi rnernuat 

a. Nomor KK; 

b. NIK; 

c. Tanggal/Bulanfrahun lahir. 

d Keteranqan lentang kecacatan f1sik darvatau mental; 

e. NllK ibu kandung; 

f. NIK ayah; 

g. Pencatatan peristtwa penting. 

Pasal 87 

Bagian Keempat 

Perlindungan Data Pribadi Penduduk 

Pasal 86 

( 1) Din as atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung [awabnva wajib 
menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sejak tanggal d1penuh:..­,;a sem .ia 
persyaratan sebagai berikut: 

a KK dan KTP paling lambat 14 (empat betas: nan kerja 

b. Surat Keterangan Prndah paling lambat 14 (empat betas) nan kerja 

c. Surat Keterangan Prndan Datang paling lambat 14 (ernpat betas) na« kerja 

d. Surat Keterangan Prndah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat betas: hari 
kerja: 

e. Surat Pindah Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) nan keqa, 

f Surat Keterangan Tempat Tinggal paling lambat 14 (empat belas) han kerja. 

g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) han kerja 

h Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja: 

1. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja; 

J Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) nar: kerja 

k Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujun) hari keqa 

(2) Jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksuo 
pad a ayat ( 1) terhitung sejak tanggal dipenuhmva seluruh persyaratan 



Pasal 92 

( 1) OaJam hal terJadi. keadaan darurat dan/atau luar biasa a tau force majeure be~upa 
bencane slam, hun~ hara clan hail­11~1 lain yang oerada dituar kuasa. rnaka Dinas 
waj1b me:lakukan penda,taan ular:lg penduduk. 

(2) Dinas rnenerbitkan Surat Keleranqan Pencatatan S1ptl berdasarkan hasii'I pendaraan 
penduduk sebagairna­na dirnak~ud pad a ayat ( 1 ). 

BAB X 

KEPENDUDUKAN DALAM KEAOAAN PORCE MAJEURE 

Pasal 91 

(1) Pelaporan Adrnirustrasi Keµe11dudukan drs ampaikan secara berje.ianq dari 
Oesa/Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Kepala Oesailur ah. serta dart 
Kecarnatan ke Pemerintah Daerah di ketahui Carnal setempat 

(2) Pelaksanaan Pelaporan Admmistrasi Kependudukan ditaksanakan oleh pdugas 
register yang ada di Des a/Kelurahan dan Ke1..:d1natan 

BAB IX 

PELAPORAN 

( 1) Pengadaa n blanko dilakukan oleh Oinas dengan prosedur sesuai peraturan 
perundang­undangan yang berlaku. 

(2) Dinas yang membutuhkan blanko dokumen penduduk harus rnenqajukan nomor 
registrasi kepada Kernentrian Oalam Negeri. sebelum melakukan pengadaan 

Pasal 90 

BAB VIII 

BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN 

(1) Dalam rangka pengelolaan dan pemenuhan tertib administrasi data, Daerah 
menerbitkan SKTS (Surat Keterangan Tinggal sementara) bagi setiap penduduk 
pendatang yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. 

(2) SKTS sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) berlaku bagi penduduk pendatang 
berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan/atau usia dibawahnya namun sudah atau 
pernah kawin. 

(3) SKTS berlaku selama 1 (satu) tahun dengan mencantumkan NIK sesuai KTP ash 
pemohon dan wajib diperpanjang setiap tahunnya 

Pasal 89 

Bagian Kelima 

Dokumen Kependudukan Khusus Daerah 



Pasal 96 
Peran.gkat Te'knolog1 lnf.orrnas1 dan Kuniunik~s1 set}ag611mana d11l'Uik$uci dalarn pasat 9~ 
nurut t> d1perlukan untuk rn~ngakomoc!a::;1 penyelen~9arnan Srstern mtorrnasi 
Acrrunislras. Ke.pen;duduKan dl Daernl1 secara t.ersc. mbung. i 1J11/ine ) 

Pasal 95 
Datsbese sebaqaunana dtn1CJK"SL·1d pada pasal 94 hurut a dan tokas: database 
sebaqannana d1rn&k:sud pada paB.;~I 94 hwuf e be1ada (l1 D11u1.s. 

Pasal 94 
SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur 

a. Database: 

b. Perangkat Teknologi lnformasi dan Kcmunikasi: 

c. Surnber Daya Manusia: 

d. Pemegang Hak Akses: 

e. l.okasi Database: 

f. Pengelolaan Database: 

g. Pemeliharaan Database, 

h. Pengamanan Database: 

1. Pengawasan Database: dan 

J. Data cadanqan 

(2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan · 

a. Meninqkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan srpil 

b. Menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipi! yang akurat, lengkap. mutakhir dan mudah diakses: dan 

c. Mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui system pengenal tunggal. 
dengan tetap menjamin kerahasiaan 

Pasal 93 

( 1) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan 
aplikasi Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan (S!AK) 

BAB XI 

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) 

(3) Surat Keterangan Penggant1 Tanda ldentuas dan Swat Keterangan Pencetatan S1p.1I 
diquriakan sebagai tanda bukti drn dan banarr perumbanqan untLlk penerbitan 
dokumen kependudukan 

(4) Ketentuan lebih lanjut menqenai persyaratan dan tata cara oenerbitan Surat 
Keterangan penqoanu Tanda ldentitas dan Surat keterangan Pencatatan Sip1i!; 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oiatur leb1h ianjut dengan Peraturan Bupati. 



Pengelolaan Database sebaqaunana dunaksuo dalarn p.is.al 94 hurul f .nehpuu kegiatan: 

a Perekaman data pendaltar an penduduk dan pencatalan s1p1I ke dalam database 
kependudukan. 

b Pengelolaan dan pendattaran penduduk dan peucatatan s1p1l sebagaimana 
dimaksud pada huruf a. 

c Penyajian data sebaqairnana dimaksud pad a hu1 ui b sebaqai mlorrnas: data 
kependudukan: dan 

d Pendistribusinn data sebaqairnana dunaksud pada huruf c untuk kepentingan 
perumusan kebijakan dibidanq pen1er1ntahan clan psrnbanqunan. 

Pasal 99 

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada!ah Pegawai Negeri Sipil yang 
memenuhi persyaratan : 

a Memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur TK I (ll/d). 

b. Memiliki DP­3 dengan predikat baik: 

c. Memiliki kompetensi yang cukup dibidanq pranata ko­nputer: 

d Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya 

(4) Hak akses sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena ·. 

a. Meninggal Ounia: 

b. Mengundurkan diri; 

c. Menderita sakit perrnanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya: 

d Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik: 

e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan. 

(5) Pencabutan hak akses sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dilakukan oleh menteri 
_f Daiarn nsqeri. 

(6) Petugas sebaqairnana terse but pada ayat ( 1) ditetapkan menurut Peraturan 
Perundanq­undanpan 

Pasal 98 
( 1) Pemegang Hak Akses sebaqairnana dimaksud dalam pas al 94 huruf d adalah 

petugas yang diberikan hak akses pad a Dmas d 1ber1 hak un,__.i<. membaca 
memasukan. mengubah. meralat rneny.rnpan dan menghapus serta rnenceta« 
mengkopi data dan dokumen kependudukan. 

(2) Petugas sebagaimana tersebut pada avat ( 1) drusulkan oteh penyelenggara kepada 
Menteri Oalam Negeri. 

Pasal 97 
(1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf c. adalah 

petugas yang menjalankan tug as dan f ungsi sebaqai pranata komputer 

(2) Oalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersecra. 
dapat menggunakan sumber daya manusia yang mernounva, kemampuan d: b1dang 
komputer 



a. MenernTia. rnencan, rnengLnT1pLtl.kan dan. meneht1 keteranqan a tau taporan 
bNkenaan derrgan tlndak prdana agar keteranqan atau iapcran tersebui meruadi 
lsng~ap dcin Jelas. 

(2) Wewenang Per1y1<dik sebaga1mana clilrriakst.id pada ayal ( 1) melipL1t.1 

( 1) Penyrdikan ternadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik 
Pegawai Negeri. Stpil (PPNS) di lingkungan Dines I Pemerintah Daerah yang _diber,~ 
wewenanq khusus untuk melakukan penyidlkan t,in:dak pidana d1i bidang Adrrninistrns1 

Kependudukan. 

Pasal 103 

PENYIDIKAN 

BAB XIII 

(2) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan. dan Penertiban Penyelenggaraan 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur 
lebih lanjut secara tekrus dalarn Peraturan Bupati 

c. Penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan kependudukan dan 
pencatatan sipil berdasarkan temuan langsung dilapangan dan I atau laporan dari 
aparat maupun masyarakat. 

b Monitoring, pelaporan, dan evaiuasi secara rutin 

a. Sostalisas: peraturan perundang­undangan dibrdanq kependuduk.an dan 
pencatatan sipil: 

( 1) Pembinaan. pengawasan , dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan 
pencatatan sipil dilakukan melalui keqiatan 

Pasal 102 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN 

BAB XII 

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibeoankan 
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah dan Sumber Pendapatan lain yang 
sah dan tidak mengikat. 

Pasal 101 

(2) Pemeliharaan. pengamanan dan pengawasan database kepenouduxan 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) melipun data dalam database. perangkat 
keras. perangkat lunak, jannqan kornurukas.. data centre dan data cadangan 

(1) Pemeliharaan. pengamanan dan pengawasan database kependudukan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf g. huruf h dan huruf 1 dilakukan oieh 
Oinas. 

Pasal 100 
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b Pindan datanq dari Illar Neg~ri bagi penouduk VVarga Negara Indonesia 
ssbaqairnana dirnaksuo daleim pasal 45 ayat {2): 

c. Pindah datanq aari tuar riegeri baqi orang asmq yang memilil<1 ij1n t1nggal terbstas 
sebaqajmana dimaksud dalarn pasal1 46 ay@t (1 ). 

d. Pindah keluat negerrl t=Jag11 Drarng asmg yang merniliki ij1n tinggal terbatas atau 
orang' asinq yang memil:lk1 i11Jn ting.gar tet.cip sebaqaimana dimGiksud dalarn pasal 41 
ayat ('1 '); 

( 1) Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila rnelarnpaui batas 
waktu peleporan peristiwa kependudukan dalarn hal · 

a. Pindall datanq bagi orang astnq yang memiliki 1pn t1nggal terbatas atau orang 
as1ng yang mern1lik1 111n \mggal tetap sebaga1rriana dimaksud dalam pasal 43 ayat 
(3)' 

Pas al 104 

SANKSI ADMINISTRASI I\_ 

BAB XIV 

(4) Dalam rangka melaksanakan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ). penyidik dapat rnermnta bantuan aparat penegak hukum iarnnva. 

(3) Penyidik sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( 1) memberitahukan drmutain, a 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum rnelalui 
Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. 

J. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penvidikan tmcak prdana 
menurut hukum yang dapat cipertanqqunqjewabkan 

1. Menghentikan penyidikan. dan 

h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebaqai tersangka 
atau saksi. 

g Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana: 

f menyuruh berhenn dan /atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan rnernenks a rdentitas 
orang, benda dan I atau dokumen yang dibawa: 

e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana; 

d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bah an bukti pembukuao 
pencatatan dan dokumen­dokumen lain. serta melakukan penyitaan terhadap bukt: 
tersebut: 

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pnbadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana: 

b. Meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pnoadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan denqan hndak 
pidana; 

'" 



( 1') Setiap Pertdurluk ·sebaga1m;;ina oimaksuo dalarn pasal .26 ayat l 1) yang beper~i~n 
hda.k mernbawa KTP d1iK~nakan Deuda Adnurusttatil sebesar Rp 50.000.00 ( ltme 
ptJk1h ribu ruptan ), 

(2j Setlap Orang Asmg yan~J merrnhki ljm Tingg:a'i Tei. batas seb.aga1man~ din~G1ksuci 
dalarn pasal 46 ayat ('l) yan9 ibe­i;:.ieigian tlciak rnernb_aw~ surar K~ter.ang~n TmggaL 
dlke11akan DenCla Adm1n1strn~if sehesar Rp. l00.000 00 \ seratus ribu rupian ). 

Pasal 106 

(3) Ketentuan l~bih lanjut men~JEmai Oenda Administrat1f sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) akan oiatur lebih lanjut denqan Peraturari B.upa1ti. 

(2) Denda Adrrunistrasi sebaga.imana dirnaksuo pad a ayal ( 1) paiing banyak Rp 
1 000 . .0.00,00 (satu juta rupian). 

1. Pengesahan Anak sebagaimana dirnaksud da lam pasal 71 ayat ( 1 ): 

J. Perubahan alas Status Kewarganegaraan sebaqaimana d.maksud dalarn pasal 73 
ayat (1 ). 

h. Pengakuan Anak sebaqaunana dimaksud dalam paso: 70 ayat \ 1 ): 

g. Pengangkatan Anak sebaqaunana drrnaksud dalam pasa! 69 ayat ( 1 ). 

f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat \ 1 ): 

e. Pembatalan Perceraian sebaqairnana dirnaksud dalam pasal 66 ayat ( 1 L! 

d Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat ( 1) dan pasal 64, 

c. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat l 1.l. 

b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat ( 1) dan pasal 61 ayat 
(2): 

a. Kelaniran sebagaiamana dimaksud dalam pasal 53 ayat ( 1 ). pasal 55 ayat ( 1 ). dan 
ayat (2). pasal 56 ayat (1). dan pasal 57 ayat (1): 

( 1) Setiap penduduk dikenai sanksi admtnistratif berupa denda apabila melampaui batas 
waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal • 

Pasal 105 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) akan d iatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 

t. Perubahan KK sebaqa.mana dimaksud dalam pasal 24 ayat 11 J. a tau 

g. Perpanjangan KTP sebaqairnana drrnaksud da!am pasal 29 ayat (11 

(2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terhadap penducuk Vi!arga 
Negara Indonesia paling banyak Rp. 1 000 000,00 (satu juta rupiah) dan penduduk 
orang asing paling banyak Rp 2 000.000,00 (dua juta rupiah). 

e. Perubahan status orang asmq yang memilik: qin tinggal ierbatas meruadi orang 
asmq yang mernun« qin trnggal tetap sebaqaimana ounaksuc dalam pasai 48 avat 
( 1 ) : 



BAB XVI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 112 

( 1) Sernua dokumen kependudukan yG1ng telah d1ter b1tk.:rn a tau yang telah ada pad a 
saat Peraturan Da.erah iru drundanqkan oinvatakan telap berlaku. 

(2) Ketentuan sebaga.1mana dirnaksud pad a ayat ( 1) dikecuankan untuk KK dan KTP 
sarnpai dengan batas berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP sesuai dengan 
keteniuan dalam p·er~turan Daeran iru 

Pasal 111 

Tindak Pidana sebaqairnana dirnaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 dan 
Pasal 110 adalah Tindak Pidana Adrninistrasi Kependudukan 

Pasal 110 

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau 
anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (5) 
atau memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasat 26 ayat l3) 
dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku. 

Pasal 109 

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 79ayat (2) dan pasal 87 akan dikenakan sanksi pidana sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku. 

Pasal 108 

Setiap orang yang tan pa hak dengan sengaja mengubah. rnenambah a tau men9urangi 
isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 
ayat (2) dan pasal 82 ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan yang berlaku. 

Pasal 107 

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada 
lnstansi pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa PenUng d1 
pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­undangan yang berlaku 

KETENTUAN PIDANA 

BAB XV 

(3) Ketentuan lebih lanjut menqenai Denda Adrrurustr atrf sebaqairnaoa drmaksuo pada 
ayat ( 1) dan ayat (2) akan diatur lebih lan.ut dengan Peraturan Bupati. 
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I WAY AN SUTARJA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR: D[ 

Ditetapkan d: Sukadana 
pad a Tangga1 L\ MoVeMber 2C,, 

Pit. BUPATI LAMPUNG TIMUR 

WAKIL BUPATI 

SEKERT ARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, 

Diundangkan di Sukadana 
pada Tanggal ~ NoVem0er 2011 

8. 
7. 
6. BAG.HKM 
5. 
4. 
3. ASS. II 
2. ASS. I 
1. SEKDAKAB. 

PARAF KOORDINASI 

Pasal 114 

Peraturan Dae rah ini berlaku pad a tanggal diundanqkan 

Agar setiap orang menqetahumva, memerintahkan pengurn:fangan Pernturan Daerah irn 
dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur 

Pasal 113 

( 1) Pad a saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. semua Peraturan Pelaksanaan yang 
berkaitan dengan Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pencuduk dao Pencatatan 
Sipil dinyatakan tetap berlaku sepanjang udak bertentangan can beium o gant 

(2) Semua ketentuan rnenqenai Persyaratan dan Tatacara Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan yang ada pada saat Peraturan Daerah mi drtetapkan. 
wajib disesuaikan dengan Peraturan Oaerah rru paling 1ambat 1 (satu) tahun 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 
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